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BAB 1 PENDAHULUAN

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi
teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM
yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan
siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang
mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di
dunia. Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui
ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan
kebudayaan serta berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan
Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia
Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud
kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang
menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan
pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan
dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang
kebudayaan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan
terobosan-terobosan yang menyertainya dapat mempengaruhi segala sektor kehidupan.
Otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya diterapkan di
seluruh dunia dan di segala industri. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat
dengan difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya
kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Kedua, secara sosio-kultural terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi
populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh
karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami
peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga
kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan
batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan
persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus
naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak
dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan
keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga
akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga
perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda
dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin
bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tidak terikat akan mengakibatkan
pekerja tidak terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan
sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia
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dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut
penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-
hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja
masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi
dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan
6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan diantara peserta didik
saat ini antara lain: (1) kebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar
kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.
Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud melalui kebijakan
Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan
kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan,
industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa,
menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua
rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 merupakan upaya dalam
mewujudkan good governance, yang meliputi perencanaan strategis serta proses evaluasi
dalam bentuk pengendalian maupun pengawasan yang saling bersinergi. Renstra
merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan program-program kerja di lingkungan
LLDIKTI Wilayah VII dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang sekalgus untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.1.  Kondisi Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan
kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Surabaya dengan area kerja wilayah Jawa Timur.
LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran besar sebagai fasilitator untuk mentransformasikan
program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai induk organisasi
dalam menghasilkan apa yang telah dirumuskan pada RPJMN 2020-2024.

LLDIKTI mengalami perubahan nomenklatur pada pertengahan tahun 2019 seiring
dengan berubahnya era pemerintahan di Indonesia dimana sebelumnya berada di bawah
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berpindah menjadi bagian dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2018 LLDIKTI Wilayah VII juga
pernah mengalami perubahan nama, bentuk dan struktur organisasi yang sebelumnya adalah
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) menjadi Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI). Berbagai perubahan ini sekaligus sebagai pergeseran paradigma dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang diemban LLDIKTI Wilayah VII dengan beberapa
penyelarasan mengikuti kementerian yang baru sebagai induk organisasi.

Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah
meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara melalui
peningkatan angka partisipasi, memeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi
lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia.

A. Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

APK pendidikan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum
mencapai target Renstra Kemendikbud. Meskipun masih di bawah target Renstra
Kemendikbud, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26%
(dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbud yang lalu
(tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung
Renstra Kemendikbud. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program
Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan
kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi
akademik baik. Peningkatan APK Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu
diprioritaskan dalam Renstra Kemendikbud ini.

B. Pemerataan Mutu Pendidikan

Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru
Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui
akreditasi (2) meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara berkelanjutan.
Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan,
bahkan melampaui target Renstra Kemendikbud, seperti terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi

68,40%

Sumber: Capaian RPJMN, 2019

Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua
koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.9.
Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan
persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).

C. Relevansi Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah
meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan
mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib
dilakukan. Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing
bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi world
class university serta mengembangkan Science Techno Park (STP). Science Techno Park
dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar
hasil inovasi teknologi.

Penguatan Karakter

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan
Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di
lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam implementasinya, Kemendikbud juga
bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk
secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak
dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan
kebudayaan. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang
ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama
(religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus
dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.2.


https://www.ristekbrin.go.id/wp-content/uploads/2019/09/LAKIN-KEMENTERIAN-2018-REV10_.pdf

Gambar 1.2 Skema Penguatan Pendidikan Karakter
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Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page id=132

1.2. Permasalahan dan Potensi

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan,
seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan dan relevansi
pendidikan, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan
pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain:

A. Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di
Indonesia. Antara lain ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan
rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran
rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih
rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada
kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih
dari 60% (enam puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan
pendidikan tinggi vokasi.

B. Rendahnya hasil pembelajaran.

Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari
rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. dalam kurun waktu 2017-
2019, angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka
lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol
delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun,
dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi
akademik). Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat
dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking.
Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking -
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Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut
Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600-650).

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik
Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi. Ada empat masalah penyebab rendahnya hasil
pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari
rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas
dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang
relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang berkembangnya potensi dosen karena beban
administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen
(tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan
jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku
pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan
kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program
studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual TVET system); dan (4)
lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis
kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, Kketerbatasan
pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen
lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah in- breeding).

Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia
juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses
pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh
ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang
rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola
internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara
maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri.
Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan
dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di
balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses
pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh
persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi,
akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural,
terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP.

C. Ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis.

Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau
Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan
geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas
memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau
besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan
terdepan). Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru.
Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan
mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan
berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil

tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga
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berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada
masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi
tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan
juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi
pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi
dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di
setiap daerah. Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan
Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran
pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 1.3 memperlihatkan perbandingan
anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD.

Gambar 1.3 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia
dan Negara OECD
20%

18%
16%
14%
12%

10%

5,0%

8% 3,4%
6%

° 10,90%
29, 0,90%

(+]

0,40%

Q, 10,

0%
Rata-rata OECD Indonesia Indonesia Rata-rata OECD
Belanja Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Total PDB
m Pendanaan Pemerintah  m Pendanaan Masyarakat Lainnya

Sumber: OECD, 2015

Pada gambar di atas terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima
persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan
3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki
selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata
pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk
memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di
Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk
berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.

1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan Tinggi

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan)
tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem
pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 1.1 menunjukkan kesembilan
tantangan tersebut.



Tabel 1.1 Tantangan Pemajuan Pendidikan
No. Tantangan

1. | Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran
sebagai pengalaman menyenangkan

2. | Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku
kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang
terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)

3. | Memerdekakan dosen sebagai penerus pengetahuan menjadi dosen
sebagai fasilitator pembelajaran

4. | Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh
konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai

5. | Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits
all) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi

6. | Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran
yang difasilitasi oleh teknologi

7. | Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh
pemerintah menjadi program yang relevan bagi industry

8. | Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi
menjadi bebas untuk berinovasi

9. | Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah
menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif
(agency) semua pemangku kepentingan




BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

21.  Visi

LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang melaksanakan fasilitasi peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang bertanggung jawab
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LLDIKTI Wilayah VII dalam
menentukan visi berdasarkan pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi
Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi
LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 adalah:

LLDIKTI Wilayah VII mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sesuai Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang

bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan
berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen LLDIKTI Wilayah VII dalam mendukung
terwujudnya visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelaksanaan
tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya,
dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan mengedepankan inovasi guna
mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila
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Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Kemendikbud tersebut, LLDIKTI Wilayah
VII sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar
Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada
Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri,
bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.



Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah
pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. la memahami
ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME,
dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia;
(d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap
berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa
saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak
bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global
meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam
berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman
kebinekaan.

(3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk
melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan
dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah
kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas
proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan
situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif
maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis
informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi
penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal,
bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan
gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya
Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional.
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Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia ke
depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan
memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang
ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, LLDIKTI Wilayah VII sebagai lembaga di bawah
Kemendikbud yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi,
sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Kemendikbud
berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi di wilayah
Jawa Timur. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21,
perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan tinggi agar
terwujud masyarakat Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup. Layanan
pendidikan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan,
keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan
pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang
demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak
dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada
dalam pemerintahan maupun masyarakat luas dalam mengelola dan membiayai
pembangunan pendidikan.

2.2.  Misi

LLDIKTI Wilayah VII dalam rangka mendukung tercapainya misi Kemendikbud

memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2. Mengoptimalkan ~ peran  serta  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk
mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan

kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua,

yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5)

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam

melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa
dan sastra.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk
mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
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2.3. Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra 2020-2024 ini adalah
nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang meliputi:

Kepentingan Umum;

Keprofesionalan;

Partisipatif;

Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif;
Keterbukaan;

Akuntabilitas;

Ketepatan waktu; dan

Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

N O wWD PR

Peningkatan internalisasi kedelapan nilai tersebut di antara pegawai LLDIKTI Wilayah VII
semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan layanan pendidikan sesuai dengan Visi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024 didukung oleh Kinerja
LLDIKTI Wilayah VII yang prima.

2.4.  Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan LLDIKTI Wilayah VII berasal dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai berikut.
Peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang bermutu
Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
Penguatan karakter mahasiswa
Penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang pastisipatif, transparan dan akuntabel

HowbdE

Indikator Kinerja Tujuan LLDIKT]I berasal dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
LLDIKTI Wilayah VII yang terlihat dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan

No. Indikator Kinerja Tujuan Satuan | Target 2024
1. | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 37,63
2. | Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam % 66,70

jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
3. | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau % 80,0
tersertifikasi di industry

4. | Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan % 50

kondusif dalam pembangunan karakter
5. | Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 40
6. | Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 40
7. | Opini laporan keuangan Opini WTP
8. | Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 91
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2.5.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, diperlukan sejumlah sasaran
kegiatan antara lain:
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.

1.

2.
3.
4

Meningkatnya inovasi
pendidikan.

perguruan tinggi

dalam rangka meningkatkan mutu

Setiap sasaran kegiatan memiliki indikator Kinerja sasaran yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Wilayah V11 terlihat dalam table 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah VII

No. Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan

1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB Meningkatnya tata kelola

2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan | satuan kerja di lingkungan
RKA-K/L satker minimal 80 Ditjen Pendidikan Tinggi

3. Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu. Meningkatnya kualitas

4. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, | layanan Lembaga Layanan
mempunyai lebih 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang | Pendidikan Tinggi
terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara | (LLDIKTI)
konsolidasi dengan PTS lain.

5. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga | Meningkatnya efektivitas
puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: sosialisasi kebijakan
a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks | pendidikan tinggi

berkegiatan di luar kampus; atau

b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

6. Persentase PTS yang implementasi kebijakan
antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan dan antikorupsi.

7. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja | Meningkatnya inovasi
dengan  meningkatkan  jumlah  dosen yang | perguruan tinggi dalam

berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah
program studi yang bekerja sama dengan mitra

rangka meningkatkan mutu
pendidikan
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BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULAS],
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.  Arah Kebijakan dan Strategi

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

© oo Nk WDdDE

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai
strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang
pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM
dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang
pendidikan dan kebudayaan seperti yang dirangkum dalam table 3.1 berikut.
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Tabel 3.1 Peran LLDIKTI Wilayah V1I

No

Agenda Pembangunan

Arahan Kebijakan

Strategi

Meningkatkan ~ SDM
yang berkualitas dan
berdaya saing

Meningkatkan
pemerataan layanan
pendidikan berkualitas

1. peningkatan kualitas
pengajaran dan
pembelajaran;

2. peningkatan pemerataan
akses layanan pendidikan di
semua jenjang dan
percepatan pelaksanaan
Wajib Belajar 12 Tahun;

3. peningkatan profesionalisme,
kualitas, pengelolaan, dan
penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan yang
merata;

4. penguatan penjaminan mutu
pendidikan untuk
meningkatkan pemerataan
kualitas layanan antar satuan
pendidikan dan
antarwilayah;

5.peningkatan  tata  kelola
pembangunan pendidikan,
strategi  pembiayaan, dan
peningkatan efektivitas
pemanfaatan anggaran
pendidikan;

Meningkatkan
produktivitas dan daya
saing

1. pendidikan dan pelatihan
vokasi berbasis kerja sama
industri; dan

2. penguatan pendidikan tinggi
berkualitas.

Revolusi mental dan
pembangunan

kebudayaan

mental dan
ideologi
untuk

Revolusi
pembinaan
Pancasila
memperkukuh
ketahanan budaya
bangsa dan membentuk
mentalitas bangsa yang
maju, modern, dan
berkarakter

1. revolusi mental dalam sistem
pendidikan untuk
memperkuat nilai integritas,
etos Kkerja, gotong royong,
dan budi pekerti;

2. revolusi mental dalam tata
kelola pemerintahan untuk
penguatan budaya birokrasi
yang bersih, melayani, dan
responsif;

3. pembinaan ideologi
Pancasila, pendidikan
kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela negara
untuk menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan patriotisme.

Meningkatkan
pemajuan dan
pelestarian kebudayaan

1. revitalisasi dan aktualisasi
nilai budaya dan kearifan
lokal untuk menumbuhkan
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No

Agenda Pembangunan

Arahan Kebijakan

Strategi

untuk memperkuat
karakter dan
memperteguh jati diri
bangsa, meningkatkan
kesejahteraan  rakyat,
dan mempengaruhi arah
perkembangan

peradaban dunia

5.

semangat kekeluargaan,
musyawarah, gotong
royong, dan kerja sama
antarwarga;

. pengembangan dan

pemanfaatan kekayaan
budaya untuk memperkuat
karakter bangsa dan
kesejahteraan rakyat;

. pelindungan hak

kebudayaan dan ekspresi
budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif;

. pengembangan diplomasi

budaya untuk memperkuat
pengaruh Indonesia dalam
perkembangan peradaban
dunia; dan

pengembangan tata kelola
pembangunan kebudayaan.

Peningkatan literasi,
inovasi, dan kreativitas

1. peningkatan budaya literasi;

2. pengembangan, pembinaan,
dan pelindungan bahasa
Indonesia, bahasa dan aksara
daerah, serta sastra; dan

3. penguatan institusi sosial
penggerak literasi dan inovasi

Tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi
LLDIKTI yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara PTS dan masyarakat. Arah
kebijakan dan strategi pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9
(sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud
melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu
tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi
diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang
merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Secara lebih detail, Kebijakan
Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan:
keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam
gambar di bawabh ini.
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Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar
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Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud
secara optimal melalui:
1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat,
dan budaya
2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan
3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan
4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1) Ekosistem pendidikan;

(2) Dosen;

(3) Pedagogi;

(4) Kurikulum; dan

(5) Sistem penilaian.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada ranah pendidikan tinggi
adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat
butir kebijakan yaitu:

(1) Pembukaan program studi baru;

(2) Sistem akreditasi perguruan tinggi;
(3) Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
(4) Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan
tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan
memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi
sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka
akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa
adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih
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jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan
keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan
kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka
Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis
besar, arah kebijakan dan strategi LLDIKTI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai
berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

Kondisi yang ingin dicapai adalah angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan

tinggi adalah:

a. Meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;

b. Meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan tinggi jarak jauh
berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagali
platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;

c. Meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia
layanan pendidikan tinggi;

d. Menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah;
dan

e. Mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Tinggi
Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan
pendidikan adalah:
a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional
(instructional leadership) menguat;
b. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
c. Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan tinggi terlaksana;
d. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan
kualitas layanan pendidikan tinggi;
Penjaminan mutu pendidikan tinggi semakin kuat dan bermakna;
Proses pembelajaran pendidikan tinggi meningkat mutunya;
Jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industry.

S@ o

Strategi yang dilakukan ~ Kemendikbud dalam rangka penguatan
kepemimpinan instruksional (instructional leadership) di perguruan tinggi adalah:

1. Memperkuat peran Badan Penyelenggaran dan Pimpinan PTS sebagai
pemimpin instruksional, pendamping bagi dosen, dan mendukung pembentukan
komunitas pembelajar perguruan tinggi; dan

2. Mengembangkan kompetensi Badan Penyelenggaran dan Pimpinan PTS
dalam peran mereka untuk menjaga kinerja dosen secara efektif dan
memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap dosen
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Strategi yang dilakukan dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
adalah mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan
kualitas layanan pendidikan adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
tinggi yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan tinggi
adalah meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi
para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan tinggi untuk
meningkatkan proses pembelajaran;

2. Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada dalam peningkatan
mutu pendidikan;

3. Mengoptimalkan  keterlibatan  DU/DI  secara  menyeluruh  dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu
ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti:
kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas dose , magang,
asesmen dan uji kompetensi;

4. Menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis
bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi
seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan
program studi yang sudah siap naik peringkat; dan

5. Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna
(DUI/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran adalah:

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk
melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam
pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;

2. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui
experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga
internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi
kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester
(SKS) program pendidikan;

3. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara
berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat
dunia adalah:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus
perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai
research university, teaching university, atau vocational university;
Merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan
kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu
melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan
otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;

Meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara
perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;

Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam
rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan
perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;

Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-
sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based
economy vyang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan
pembangunan berkelanjutan;

Meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan
dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka
kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan
UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

Meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES)
dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;

Meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-
pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;

Membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, Ul, ITB, IPB,
dan ITS;

Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’
untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian
proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;

Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;

Meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi
jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas
karya perguruan tinggi secara internasional;

Mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama
penelitian dan komersial, berbagi sumber daya dan pendanaan;
Mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI
untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di
perguruan tinggi;

Melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner
dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
Memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman
langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.
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Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan

vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat
langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja
dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi
dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;

2. Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang
relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi
vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang
standarnya diakui oleh industri;

3. Mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna
mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di
seluruh Indonesia;

4. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap
pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi
dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat
mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;

6. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan
inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;

7. Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber
daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi
(guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;

8. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha
pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi
pendidikan dan pelatihan vokasi;

9. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di
pendidikan dan pelatihan VVokasi;

10. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik
kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;

11. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke
institusi  Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL);

12. Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan

13. Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah
daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah
perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan
lapangan kerja terlaksana.

Strategi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan
pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja
adalah:
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10.

11.

12.

13.

14.

3.2.

Memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan
mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan
standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas
SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas,
dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;

Memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan
vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja
melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik;

Melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui
data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
Mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan
vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI
(demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan
pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan
(match) antara pekerja dengan pemberi kerja;

Mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan
kebutuhan DU/DI;

Menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung
dengan DU/DI;

Mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di
SMK dan pendidikan tinggi vokasi;

Memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur
SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;

Meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi
dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;

Mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik
melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah,
pendidikan tinggi, dan dunia kerja;

Memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi
untuk berinovasi dan berkembang;

Mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan
media dan praktisi komunikasi;

Mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya
seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya
yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan

Melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan
(joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di
masyarakat.

Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis LLDIKTI Wilayah VI,
beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas LLDIKTI
Wilayah V11 pada periode waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No. Avrah Kerangka Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Unit Terkait/Institusi Target
Regulasi dan/atau Eksisting, Kajian, dan Penelitian Penanggungjawab Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
1. Revisi Undang- Menyesuaikan substansi pengaturan dengan 9 Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun 2021
Undang Nomor 20 perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan Jenderal (Biro Pendidikan Tinggi.
Tahun 2003 Tentang peraturan perundang-undangan lain. Hukum) Direk_tqrat Jendera_l
Sistem Pendidikan Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: q Badan Pendidikan Vokasi.
Nasional 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Penelitian dan Direktorat Jenderal
tinggi. 5 b Guru dan Tenaga
2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan engembangan Kependidikan.
pendidikan tinggi. dan Perbukuan Kementerian Dalam
3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat Negeri.
pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). Kementerian
4. Standar pendidikan tinggi. Agama.
5. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran Kementerian
(tatap muka/online). Pendayagunaan
6. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan Aparatur Negara
kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh dan Reformasi
negara asing. Birokrasi.
7. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan,
jabatan akademik).
2, Revisi Undang-Undang | Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka 1 Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Tahun 2021
Nomor 12 Tahun 2012 pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan (Biro Hukum). Pendidikan
tentang Pendidikan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Sistem . Vokasi.
Tinggi Pendidikan Nasional f Direktorat Jenderal :
- N Diektorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
Guru dan Tenaga
Kependidikan.
3. Revisi Undang- Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka 9 Sekretariat Direktorat Tahun 2022
Undang Nomor 14 ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian Jenderal (Biro Jenderal
Tahun 2005 tentang dari sistem pendidikan nasional. Hukum). Pendidikan
Guru dan Dosen Tingg.

Pokok-pokok perubahan antara lain:

1. Undang-Undang ini  perlu direvisi  untuk

9 Direktorat
Jenderal Guru

Kementerian




No. Arah Kerangka Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Unit Terkait/Institusi Target
Regulasi dan/atau Eksisting, Kajian, dan Penelitian Penanggungjawab Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem dan  Tenaga Agama.
pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran Kependidikan 1 Kementerian
daring. Dalam Negeri.

. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan,
pendistribusian, beban kerja , pembinaan, dan
pelindungan guru dan dosen memerlukan
penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis
pendidikan di Indonesia.

. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan
kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan
untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan
dosen.

4.Hal lain yang memerlukan revisi adalah

perlindungan guru oleh organisasi  profesi
guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai
organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah,
sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan
dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.




3.3.  Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi LLDIKTI Wilayah VII sebagaimana
telah dijabarkan pada bab sebelumnya, LLDIKTI Wilayah VII harus didukung oleh
kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan
pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien agar mampu melaksanakan tugas
dan fungsi yang diamanatkan kepada LLDIKTI Wilayah VII secara optimal. Kerangka
kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian
sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur
organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan
fungsi organisasi. Kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah VII disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VII
menaungi 317 perguruan tinggi swasta, 2.126 program studi, 22.404 dosen dan 413.212
mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya.

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan
Direnktur Jenderal Vokasi dan secara administrasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Surabaya dengan area kerja wilayah Jawa Timur
yang dipimpin oleh seorang Kepala.

LLDIKTI Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi

2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi

3) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi

4) Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal
5) Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi
7) Pelaksanaan administrasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah VI berwenang:

1) Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif
dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

2) Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

3) Menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis
yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien,
bersih, dan akuntabel
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b. Susunan Organisasi

LLDIKTI Wilayah VII adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang
Kepala. LLDIKTI Wilayah VII mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2019
dimana sebelumnya adalah merupakan bagian dari Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada periode 2015-2019 sehingga stuktur organisasi
yang ada saat ini berdasarkan Permenristekdikti nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VII termasuk
dalam kategori sekretariat tipe A dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VII (Kemenristekdikti)

Kepala
Tenaga Ahli
Sekretaris
i Jabatan Fungsional
Kepala Bagian Akademik Kepala Bagian Kelembagaan Kepala Bagian Tenaga Kepala Bagian Umum
| dan Kemahasiswaan - dan — . L —
. . Pendidik dan Kependidikan
Sistem Informasi

. Subbag Kelembagaan Subbag Tenaga Subbag Hukum,
Subbag Akademik Pendidik dan Kepegawaian dan
Kependidikan Tata Laksana
Subbag Kemahasiswaan Subbag Sistem Subbag Sarana dan Subbag
Informasi Prasarana Perencanaan dan
Penganggaran

Subbag Tata Usaha
dan BMN

LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 115 orang pegawai tenaga kependidikan yang
terdiri dari 87 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 orang Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) dengan susunan sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah VII

1 | Kepala 1
2 | Sekretaris 1
3 | Pejabat Struktural 13
4 | Subbag Perencanaan dan Penganggaran 12
5 | Subbag Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana 9
6 | Subbag Tata Usaha dan Barang Milik Negara 45
7 | Subbag Kelembagaan 6
8 | Subbag Informasi dan Kerjasama 7
9 | Subbag Akademik 7
10 | Subbag Kemahasiswaan 6
11 | Subbag Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6
12 | Subbag Sarana dan Prasarana 2
Jumlah 115

Jabatan fungsional LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 1117 orang dosen PNS DPK
yang tersebar di 154 PTS di Jawa Timur dengan komposisi sebagai berikut.
a. Kualifikasi pendidikan Dosen PNS DPK

No. | Pendidikan Jumlah
1 | Magister 820
2 | Doktor 297

b. Jabatan akademik Dosen PNS DPK

No. Jabatan Akademik Jumlah
1 | Tenaga Pengajar 12
2 | Asisten Ahli 113
3 | Lektor 486
4 | Lektor Kepala 459
5 | Profesor 47

c.  Golongan Dosen PNS DPK

No | Golongan PNS Jumlah
1 |Ill/a 71
2 | /b 83
3 | lll/c 260
4 | 1/d 193
5 | IV/a 271
6 | IV/b 126
7 | IWVic 80
8 | IV/d 19
9 | IV/e 14
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Selain 1.117 dosen DPK, LLDIKTI Wilayah VII juga memfasilitasi dan mengelola
peningkatan mutu dosen tetap Yayasan PTS sejumlah 18.591 dosen, sehingga total dosen di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VIl adalah 19.708 dosen.

LLDIKTI Wilayah VII saat ini telah menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sehingga mengalami perubahan struktur organisasi menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Perubahan struktur
organisasi LLDIKTI Wilayah VII akan dilakukan secara bertahap sehingga struktur
organisasi terbaru nantinya akan tampak sebagai berikut.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah V1I

[ el }

( Sekretariat 1
L

{ Bagian Tata Usaha }

[ Kelompok Jabatan Fungsional ]

[ Tenaga Ahli }

Susunan organisasi LLDIKTI Wilayah V11 terdiri atas:

1. Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur. Kepala dijabat oleh seorang
Guru Besar berstatus PNS yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala. Sekretariat bertugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan
administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi di wilayah
Jawa Timur.

Sekretariat LLDIKTI Wilayah VII menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan,

sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
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3. Penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik,
kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;

4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;

5. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;

6. Pelaksanaan  urusan  hukum, organisasi, Kketatalaksanaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan
laporan.

Sekretariat LLDIKTI Wilayah VII terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, barang milik Negara, hukum, organisasai dan ketatalaksanaan,
hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggan.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran

Pengelolaan keuangan

Pengelolaan kepegawaian

Pengelolaan barang milik Negara

Pelaksanaan urusan hukum

Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan

Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan

Penyusunan laporan.
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b. Kelompok Jabatan Fungsional
Merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan
ketrampilan'yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan bidang kerja sesuai peraturan
perundang-undangan.

3. Kelompok Tenaga Ahli
Sejumlah tenaga ahli dari berbagai bidang keahlian yang mempunyai tugas membantu
Kepala untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing dalam
peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. Jumlah tenaga ahli ditetapkan
sesuai kebutuhan dan beban kerja.

29



3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan,
sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan
publik. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi,
inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen
ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di
berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan
belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan
pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun
secara luas.

Sebagai lembaga yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan
mutu pendidikan dengan memperhitungkan capaian Kinerja, potensi, dan permasalahan,
LLDIKTI Wilayah VII berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul
dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-
2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi
(hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta
kinerja SDM yang tinggi.

Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah
yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan
LLDIKTI Wilayah VII. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM
diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang
diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara
optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek
penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM
aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya
aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di
lingkungan LLDIKTI Wilayah VII juga merupakan hal yang sangat penting.

LLDIKTI Wilayah VII terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

Manajemen Perubahan

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Kelembagaan

Penguatan Tata Laksana

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

© N R 0N PE
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BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan pada

level nasional, LLDIKTI Wilayah VII memiliki empat sasaran kegiatan yang merupakan
kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu
atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud,
setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama
yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4.1 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

SK1

Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Rata-rata predikat SAKIP Satker
minimal BB

Predikat

BB BB

BB

BB

BB

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran
atas pelaksanaan RKA-K/L satker
minimal 80

Nilai

80 82

84

86

88

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan Lembag

a Layanan Pendidikan Tingg

i (LLDIK

TI)

Persentase layanan LLDIKTI yang
tepat waktu.

%

90 92

94

96

98

Persentase PTS dengan peringkat
akreditasi unggul, mempunyai lebih
dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa
yang terdaftar, atau meningkatkan
mutu dengan cara konsolidasi
dengan PTS lain.

%

21 26

31

36

41

SK3

Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Persentase PTS yang memiliki lebih
dari 30% (tiga puluh persen) lulusan
S1 dan D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling sedikit 20 (dua
puluh) sks berkegiatan di luar
kampus; atau meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional.

%

21 26

31

36

41

Persentase PTS yang implementasi
kebijakan antiintoleransi,
antikekerasan seksual,
antiperundungan, dan antikorupsi.

%

58 63

68

73

78

SK4

Sasaran 4: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi

dalam rangka meni

ngkatkan

mutu pen

didikan

Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan
meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan tridarma di luar kampus
dan jumlah prigram studi yang
bekerja sama dengan mitra.

%

25 30

35

40

45
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4.2.

Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah VII yang telah ditetapkan,
diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai,

dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan

pendanaan

periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020

No Kegiatan Indikasi Kebutuhan
Pendanaan (Rp)
1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 336.370.487.000
Ditjen Pendidikan Tinggi
2 | Pengembangan Kelembagaan 5.975.214.000
Jumlah 342.345.701.000

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program
yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.3
sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Periode 2021-2024

No Kegiatan Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Jutaan) Jumlah
2021 2022 2023 2024
1 | Dukungan Manajemen | Rp.352.807 | Rp. 370.066 | Rp. 388.188 | Rp. 407.216 | Rp. 1.854.648
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Pendidikan
Tinggi
2 | Pengembangan Rp. 22.102 | Rp. 23.207 | Rp. 24.367 | Rp. 25.586 | Rp. 101.239
Kelembagaan
Jumlah Rp. 374.909 | Rp. 393.273 | Rp. 412.556 | Rp. 432.802 | Rp. 1.955.888
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BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII Tahun 2020-2024 dilakukan dalam rangka memudahkan
perwujudan implementasi Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam tugas dan fungsi fasilitasi di bidang
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Dalam penyusunan RENSTRA ini, LLDIKTI Wilayah VII mengadakan evaluasi kebijakan
yang telah ditetapkan dan menyesuaikan dengan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024
melalui analisa data komponen internal LLDIKTI meliputi kompetensi sumber daya
manusianya, sumberdaya sarana-prasarana, sumberdaya keuangan, sumberdaya informasi, dan
sumberdaya manajerialnya. Sedangkan analisis komponen eksternal LLDIKTI Wilayah VII
terdiri atas lembaga pendidikan tinggi, dosen, dan mahasiswa.

Rencana Strategis ini juga telah telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta
sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan
tinggi. Oleh karena itu Renstra LLDIKTI Wilayah VII dapat digunakan sebagai pedoman dan
arah pembangunan pendidikan tinggi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi
seluruh pegawai di lingkup LLDIKTI Wilayah VII maupun bagi Perguruan Tinggi di wilayah
Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Dengan demikian, banyak
pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang
pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.
Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil
pembangunan pendidikan tinggi di Jawa Timur selama lima tahun mendatang.
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